INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

No

Jenis Informasi

Dasar Hukum

Konsekuensi

Akibat Info Dibuka

Akibat Info Ditutup

Batas Waktu Pengecualian

2

3

7

3

Informasi yang mengungkapkan
Informasi Pribadi

a. Data Kepegawaian

b. Data Pribadi Pelaku Usaha

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok:
pokok Kepegawaian

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok- pokok Kepegawaian

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i, huruf j.

1. Mengungkapkan data
pribadi;
2. Melanggar HAM.

Melindungi data pribadi
yang bersifat rahasia.

Tidak Terbatas

2 |[Dokumen Penawaran Pengadaan |- UU No 5 Th 1999 Tentang Larangan Praktek - Menimbulkan - Menghindari persaingan | Terbatas sampai dengan
Barang/Jasa dan kelengkapan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat persaingan yang tidak tidak sehat - Melindungi  |selesainya proses pengadaan
penunjangnya - UU 14 tahun 2008 tentang KIP sehat kerahasiaan perusahaan - |barang dan jasa

- Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang |- Membuka rahasia Menjaga obyektifitas
dan Jasa Pemerintah sampai dengan Perubahan terakhir [perusahaan penilaian dokumen
Perpres No 4 TH 2015 - Terhambatnva proses
3 |Database Napiter a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Membahayakan Melindungi pertahanan dan |25 (dua puluh lima) tahun dan
2008 tentang Keterbukaan Informasi pertahanan dan keamanan |keamanan Negara; dapat diperpanjang setelah
Publik, Pasal 17 huruf ¢ dan i Negara; membahayakan [membahayakan sistem mendapat persetujuan dari
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun sistem Intelijen Intelijen Negara; Dewan Perwakilan Rakyat
2011 tentang Intelijen Negara, Pasal Negara;membahayakan |Melindungi akses, agen, dan|Republik Indonesia. Undang-
25 dan 26 akses, agen, dan sumber |sumber yang berkaitan Undang Republik Indonesia
yang berkaitan dengan dengan pelaksanaan fungsi |Nomor 17 Tahun 2011
pelaksanaan fungsi Intelijen; Melindungi Tentang Intelijen Negara Ps
Intelijen: membahavakan |keselamatan Personel 25 (4
4 [Laporan Penanganan Konflik a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang sumber yang berkaitan  [Melindungi pertahanan dan |25 (dua puluh lima) tahun dan

Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf ¢ dan i
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26

dengan pelaksanaan
fungsi Intelijen;
membahayakan
keselamatan Personel
Intelijen Negara atau
mengungkapkan rencana
dan pelaksanaan yang
berkaitan dengan

nenvelenooaraan finosi

keamanan Negara;
membahayakan sistem
Intelijen Negara;
Melindungi akses, agen, dan
sumber yang

berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi
Intelijen; Melindungi
keselamatan Personel

dapat diperpanjang setelah
mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun
2011 Tentang Intelijen Negara
Ps 25 (4)
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